Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3509/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target
kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja
dokumen

seperti yang telah ditetapkan dalam

perencanaan;

b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai penjabaran

wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jember;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2021;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum



Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor 46.1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/IV/2018 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember Nomor 788/Kpts/KPU-Prov/XII/2015
Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENETAPAN KINERJA  KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021
PERTAMA : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jember Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :

a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur;

c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;

d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

Monitoring



monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah; dan
e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
KETIGA :  Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja
dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jember
Pada Tanggal : 28 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATEN JEMBER,

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN




NAMA/UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN : 2021
TARGET
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. | Terwujudnya rencana kerja dan | Jumlah revisi yang dilakukan 8 kali
anggaran yang efektif dan efisien | terhadap rencana kerja yang telah
ditetapkan
2. | Terwujudnya sistem administrasi | Persentase target kinerja tercapai 90%
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan perjanjian kinerja
tertib, efektif dan efisien
3. | Terwujudnya Reformasi Birokrasi | mendapat nilai minimal B untuk 80%
di KPU Kabupaten/Kota penilaian mandiri RB
4. | Meningkatnya tertib Persentase pegawai yang 97.5%
administrasi dan pengelolaan mendapatkan layanan kepegawaian
sumber daya manusia secara tepat waktu dan akurat
5. | Terlaksananya sistem akuntansi | Jumlah laporan sistem akuntansi dan 2 Lap
dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan
6. | Terselesaikannya permasalahan | Persentase permasalahan dalam 85%
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan yang dapat
diselesaikan
7. | Tersusunnya laporan Laporan Pertanggungjawaban 95%
pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis
penggunaan anggaran SIMONIKA yang Tepat Waktu dan
Valid
8. | Terwujudnya Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara 98%
Barang Milik Negara sesuai yang Material dengan patuh dan
dengan Peraturan dan tertib
Perundangan yang berlaku
9. | Meningkatnya Kualitas Tata Persentase Mengelola Arsip Inaktif 88%
Kelola Administrasi Persuratan Sesuai Aturan Kearsipan
dan Pengelolaan Arsip
10. | Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase sarana transportasi untuk 100%
dan Prasarana guna mendukung kinerja pegawai yang
Meningkatkan Kelancaran Tugas | berfungsi dengan baik
R Persentase fasilitas perkantoran 100%
untuk mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik
Persentase Gedung dan Gudang yang 100%
berfungsi dengan baik
11. | Pengelolaan Rumah Pintar Persentase pelaksanaan digitalisasi 70%

Pemilu

Rumah Pintar Pemilu (RPP)




Salinan sesuai dengan aslinya
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TARGET
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
10. | Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase sarana transportasi untuk 100%
dan Prasarana guna mendukung kinerja pegawai yang
Meningkatkan Kelancaran Tugas | berfungsi dengan baik
KPU Persentase fasilitas perkantoran 100%
untuk mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik
Persentase Gedung dan Gudang yang 100%
berfungsi dengan baik
11. | Pengelolaan Rumah Pintar Persentase pelaksanaan digitalisasi 70%
Pemilu Rumah Pintar Pemilu (RPP)
12. | Tersedianya data, informasi, Persentase Pelaksanaan 90%
sarana dan prasarana teknologi | Pemutakhiran data pemilih secara
informasi serta penerapan e- berkelanjutan
government KPU
Ditetapkan  :dilJember

Pada Tanggal :28 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KETUA

11D

MUHAMMAD SYAI'IN




